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Implementasi Sistem Administrasi Pajak Inti (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak 
adalah bagian dari upaya digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, yang memerlukan 
kesiapan dari para wajib pajak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM). Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas 
UMKM di Kota Tegal dengan memperkenalkan dan mensosialisasikan digitalisasi sistem 
perpajakan Coretax, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan 
mereka. Metode yang diterapkan adalah Participatory Action Research (PAR), yang 
melibatkan UMKM secara aktif melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 
Desember 2025 dalam bentuk sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai pentingnya 
pencatatan usaha serta penggunaan Coretax dalam administrasi perpajakan. Evaluasi 
menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang sangat positif, dengan rata-rata 
kepuasan berada pada kategori tinggi, menandakan bahwa kegiatan ini bermanfaat, 
relevan, dan mudah dipahami. Pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman UMKM 
tentang digitalisasi perpajakan dan menjadi langkah awal dalam mendorong kepatuhan 
pajak. Ke depannya, kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis 
penggunaan Coretax secara berkelanjutan agar UMKM dapat mengimplementasikan sistem 
perpajakan digital secara optimal. 
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1. PENDAHULUAN

Mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkenalkan sistem perpajakan terintegrasi 

yang dikenal sebagai Core Tax Administration System atau Coretax DJP di berbagai platform. Sistem ini 

merupakan langkah signifikan yang mencerminkan kesiapan DJP dalam menghadapi tantangan era modern, 

termasuk dalam mengatasi penghindaran pajak [1]. Banyak wajib pajak menghadapi kendala dengan sistem 

Coretax. Berbagai layanan, seperti pendaftaran NPWP, pembuatan bukti potong, pembayaran pajak, dan 

pembuatan faktur, masih mengalami hambatan. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini tentu 

saja menimbulkan risiko sanksi bagi wajib pajak. Selain itu, masalah sistem ini juga mengganggu aktivitas 

bisnis dan berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung  [2]. Namun, Pada tanggal 18 

Desember 2025, Coretax sudah positif membaik, setelah diuji secara bersamaan 60.000 pemakai. Direktur 

Jenderal Pajak mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian uji coba lanjutan guna memastikan kesiapan 

Coretax. Hasil pengujian terbaru menunjukkan peningkatan kinerja sistem dibandingkan fase awal, termasuk 

berkurangnya kendala teknis dan waktu pemrosesan yang lebih stabil. Hal ini menjadi modal penting 

menjelang periode pelaporan SPT tahun pajak 2026 [3].  
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Adanya perubahan sistem digitalisasi perpajakan di Indonesia, tentu menjadi sebuah tantang bagi wajib 

pajak, termasuk UMKM. UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian. Ia menekankan 

bahwa UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian 

Koperasi dan UKM tahun 2024, UMKM berperan dalam menciptakan lebih dari 90% lapangan kerja dan 

menyumbang 61% terhadap PDB [4]. Akan tetapi, kontribusi pajak dan jumlah wajib pajak dari UMKM masih 

sangat rendah. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak kepada UMKM, seperti 

menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dan membebaskan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet 

hingga 500 juta rupiah per tahun [5]. Permasalahan UMKM enggan membayar pajak, karena keterbatasan 

pemahaman perpajakan, kerumitan sistem administrasi, hingga kekhawatiran akan beban keuangan tambahan 

yang dapat mengancam keberlangsungan usaha [6].  

Berdasarkan penjelasan tersebut, adanya perubahan sistem digitalisasi perpajakan, keterbatasan 

pemahaman perpajakan dan kerumitan sistem administrasi bagi UMKM, tentu membutuhkan pemberdayaan 

melalui pengenalan dan sosialisasi digitalisasi sistem perpajakan Coretax. Pengabdian mengenai digitalisasi 

akuntansi dan perpajakan telah dilakukan mengenai digitalisasi pelaporan keuangan dan perpajakan UMKM 

melalui aplikasi berbasis teknologi dengan menggunakan metode pelatihan, konsultasi, dan difusi ilmu 

pengetahuan dan teknologi [7]. Pengabdian mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan pada komunitas 

UMKM Karya Mapan Kota Salatiga dengan metode diskusi, ceramah, tutorial, latihan, monitoring dan 

evaluasi.[8]. Pengabdian mengenai pemberdayaan UMKM melalui penguatan aspek keuangan dan perpajakan 

dengan metode workshop [9].  

Pengabdian mengenai pendampingan pelatihan digitalisasi laporan keuangan dan perpajakan bagi internal 

pegawai di lingkungan dinas koperasi dan UMKM Kota Denpasar dengan metode pendampingan [10]. 

Pengabdian mengenai literasi pajak digital bagi UMKM: Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui E-Sistem 

Perpajakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) [11]. Pengabdian mengenai optimalisasi 

laporan keuangan dan pajak sebagai strategi bisnis dalam mengakses tambahan modal di era digitalisasi pada 

umkm kelurahan paninggilan (Ciledug), survei kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan intensif 

[12]. Pengabdian mengenai edukasi perpajakan untuk UMKM dalam strategi memenuhi kewajiban pajak 

secara tepat dan efisien dengan metode pendidikan masyarakat, konsultasi, dan pelatihan [13]. Pengabdian 

mengenai pelatihan implementasi perpajakan bagi UMKM di Era Digitalisasi menggunakan metode persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi [14].  

Pengabdian Masyarakat ini akan dilakukan di Komunitas UMKM Kota Tegal. Pertumbuhan UMKM di 

Kota Tegal mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah usaha mikro di kota tersebut 

meningkat sebesar 159% dibandingkan dengan tahun sebelumnya [15]. Berbeda dari pengabdian sebelumnya, 

pengabdian ini melakukan pemberdayaan komunitas UMKM melalui digitalisasi sistem perpajakan Coretax di 

Kota Tegal dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil pengabdian ini 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan komunitas UMKM di Tegal mengenai digitalisasi sistem 

perpajakan di Indonesia, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.  

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025 oleh dosen dan 

dibantu oleh mahasiswa Universitas Bima Sakapenta. Kegiatan dilaksanakan di Kota Tegal. 
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Gambar 1. Peta Lokasi 

2.2 Mitra Kegiatan 

Komunitas UMKM Kota tegal menjadi mitra dalam pengabdian Masyarakat ini. Hal ini dikarenakan 

Tingkat kepatuhan wajak untuk UMKM di Kota Tegal tergolong rendah. Berdasarkan data tahun 2023, dari 

total 439.292 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, hanya 5.107 yang memenuhi kewajiban pembayaran PPh 

Final UMKM. Angka ini hanya mencakup 1,16% dari keseluruhan, yang berarti 98,84% Wajib Pajak UMKM 

terdaftar belum melaksanakan kewajiban tersebut [16]. 

2.3 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan menggunakan Participatory Action Research (PAR). PAR memiliki dua sasaran 

utama. Pertama, menghasilkan pengetahuan serta tindakan konkret yang memberikan manfaat langsung kepada 

masyarakat melalui kegiatan penelitian atau aksi. Kedua, PAR bertujuan untuk memberdayakan dan mendidik 

masyarakat dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada pada mereka. 

Pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan dapat berfungsi secara praktis dan memberikan dampak 

langsung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pengalaman empiris dianggap sebagai sumber yang dapat 

menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat diterapkan [17]. Pendekatan ini dirancang untuk 

memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses mengenali masalah, 

merumuskan solusi, serta melaksanakan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut [18]. 

PAR diuraikan dalam sebuah siklus yang diawali dengan observasi dan refleksi, kemudian dilanjutkan 

dengan perencanaan aksi dan pelaksanaan program. Siklus ini tidak berakhir pada tahap pelaksanaan, berlanjut 

ke tahap evaluasi. Hasil dari evaluasi ini kemudian menjadi landasan untuk refleksi lebih lanjut, perencanaan 

program berikutnya, dan pelaksanaan ulang hingga tercapainya perubahan sosial sebagai tujuan bersama [19]. 

Gambar 2. Siklus PAR 
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Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat komunitas UMKM pengenalan dan sosialisasi digitalisasi 

perpajakan (Coretax) di Kota Tegal, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berhubungan.  

1. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara

langsung dengan komunitas UMKM di Kota Tegal untuk memahami situasi dan kebutuhan mereka.

2. Tahap kedua melibatkan pengorganisasian dan perencanaan program, yang dirancang berdasarkan hasil

observasi.

3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan program, yang berupa pengenalan dan sosialisasi digitalisasi perpajakan

(Coretax) melibatkan pelaku usaha pada komunitas UMKM Kota Tegal.

4. Tahap keempat adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara

keseluruhan, proses pemberdayaan ini dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat komunitas UMKM

Kota Tegal, mencerminkan karakter utama metode berbasis partisipasi masyarakat.

5. Tahap terakhir adalah keberlanjutan program, yang mencakup tidak lanjut atas kegiatan pengabdian ini

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Masalah 

Hasil dari observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku usaha komunitas UMKM di Kota Tegal 

bahwa beberapa pelaku usaha masih tampak awam terhadap sistem perpajakan di Indonesia, begitu juga dengan 

Coretax masih terbatas mengetahui sistem tersebut. Kemudian, beberapa dari pelaku usaha menyatakan bahwa 

dalam pelaporan perpajakan cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini melakukan 

pemberdayaan komunitas UMKM melalui pengenalan sosialisasi sistem perpajakan (Coretax).  

3.2 Pengorganisasian dan Perencanaan Program 

Pengorganisasian dilakukan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa program studi akuntansi. Ketua tim 

pengabdian dipilih, yaitu Hari Tri Wibowo sebagai narasumber dan didukung oleh 7 anggota tim dosen dan 2 

mahasiswa. Kemudian, perencanaan program diawali dengan rapat kordinasi penyusunan proposal pengabdian 

dan materi yang akan disajikan pada saat pelaksanaan kegiatan. 

Gambar 3. Rapat Kordinasi 
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Gambar 4. Materi Power Point Digitalisasi Sistem Perpajakan 

Gambar 2 menjelaskan bahwa telah dilakukan rapat kordinasi untuk menentukan personalia dan tugas dari 

masing-masing anggota. Gambar 3 merupakan materi Power Point mengenai digitalisasi perpajakan di 

Indonesia yang akan dipresentasikan pada saat kegiatan Masyarakat dilakukan. 

3.3 Pelaksanaan Program 

Kegiatan ini diawali dengan sesi 1 pengenalan dan sosialisasi UMKM mengenai pentingnya pencatatan 

untuk perkembangan usaha yang diisi oleh narasumber 1 (pertama). Dari hasil diskusi tersebut masih terdapat 

beberapa pelaku usaha belum melakukan pencatatan. Materi ini berkaitan dengan digitilisasi perpajakan bagi 

UMKM, karena dengan melakukan pencatatan pelaku usaha dapat menghitung kewajiban perpajakannya dan 

usahanya dapat semakin berkembangan dengan perencanaan yang baik. 

Gambar 5. Narasumber 1 (Pertama) 

Kemudian pada sesi 2. narasumber 2 (kedua) menjelaskan mengenai digitalisasi sistem perpajakan di 

Indonesia. Dari hasil diskusi dengan beberapa pelaku usaha pada komunitas UMKM menjelaskan bahwa 

administrasi perpajakan rumit, meskipun menggunakan sistem. Namun, narasumber menjelakan bahwa sistem 

perpajakan sudah berkembang, yang dari sebelumnya manaual sudah menggunakan sistem yang mudah 

digunakan oleh wajib pajak, Apalagi sistem perpajakan sekarang ini sudah menggunakan Coretax, meskipun 

memang masih ditemukan kendala [3]. Tetapi Coretax memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak, pendaftaran 

wajib pajak yang lebih praktis, akuntabel, dan valid, pelaporan SPT yang lebih sederhana dan terstruktur, 

sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, kemudahan layanan perpajakan dalam satu portal, dan TAM 
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untuk pengelolaan data yang transparan [20]. Narasumber menyampaikan pula, bahwa jangan khawatir untuk 

melaporkan pajak. Dengan membayar pajak berarti Perusahaan berkembang, karena membayar pajak dapat 

meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi, seperti layanan dan persyaratan 

administratif yang memerlukan kepemilikan NPWP, termasuk pengajuan kredit bank, kepesertaan BPJS, 

pengurusan paspor, perizinan usaha, dan kebutuhan lainnya. Serta, mendukung perencanaan keuangan usaha 

yang lebih baik, sehinga pengelolaan pajak yang teratur membantu pelaku usaha dalam menyusun keuangan 

bisnis dengan lebih terencana, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan usaha akibat pengelolaan keuangan 

yang kurang baik [21]. 

Gambar 6. Narasumber 2 (dua) 

3.4 Evaluasi Kegiatan 

Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian ini, dilakukan evaluasi untuk mendapatkan timbal-balik dari 

peserta. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat 

dan sebagai tindak lanjut kegiatan selanjutnya. Hasil evalasi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan 

Pertanyaan N Minimum Maximum Mean 
P1 15 1 5 4.13 
P2 15 3 5 4.53 
P3 15 3 5 4.47 
P4 15 1 5 4.33 
P5 15 2 5 4.33 
P6 15 2 5 4.67 
P7 15 2 5 4.33 
P8 15 3 5 4.80 
P9 15 3 5 4.47 

P10 15 2 5 4.40 
P11 15 3 5 4.60 
P12 15 1 5 4.40 
P13 15 3 5 4.60 
P14 15 3 5 4.33 
P15 15 2 5 4.20 
P16 15 3 5 4.33 
P17 15 3 5 4.47 
P18 15 3 5 4.47 
P19 15 3 5 4.67 
P20 15 2 5 4.33 
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P21 15 3 5 4.60 
P22 15 3 5 4.47 
P23 15 3 5 4.53 
P24 15 3 5 4.40 
P25 15 1 5 4.40 
P26 15 1 5 4.27 
P27 15 2 5 4.27 
P28 15 2 5 4.33 
P29 15 3 5 4.60 
P30 15 2 5 4.47 
P31 15 3 5 4.53 
P32 15 3 5 4.60 
P33 15 3 5 4.47 
P34 15 3 5 4.60 

Sumber: Data diolah (2026) 

Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan bahwa dari 15 peserta kegiatan, dari pertanyaan yang disampaikan bahwa 

rata-rata (mean) dari kuesioner evaluasi yang diberikan terkecil dengan skor 4,13 dan rata-rata (mean) tertinggi 

dengan skor 4,67. Dari hasil evaluasi tersebut seluruh peserta kegiatan setuju bahwa kegiatan berjalan dengan 

baik.  

3.5 Keberlangsungan Program 

Dari hasil pelakasanaan dan hasil evaluasi kegiatan bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi komunitas UMKM 

Kota Tegal. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilanjutkan kembali pada Pengabdian Masyarakat (PKM) 

selanjutnya. Kegiatan ini merupakan tahap awal, untuk menciptakan kesadaran wajib pajak mengenai 

digitaliasi perpajakan di Indonesia untuk mempermudah proses administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak. 

Kegiatan selanjutnya, dapat dilaksanakan pendampingan secara teknis penggunaan sistem Coretax bagi 

UMKM. 

4. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat komunitas UMKM di Kota Tegal dengan 

memperkenalkan digitalisasi sistem perpajakan, terutama Coretax. Berdasarkan identifikasi masalah, 

terungkap bahwa banyak pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai sistem 

perpajakan dan menghadapi kesulitan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya pencatatan usaha dan 

penggunaan sistem perpajakan digital. Pelaksanaan kegiatan ini, yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari 

Program Studi Akuntansi, berjalan dengan lancar melalui dua sesi utama, yaitu pengenalan pentingnya 

pencatatan usaha dan sosialisasi digitalisasi sistem perpajakan. Diskusi yang dilakukan menunjukkan adanya 

peningkatan pemahaman peserta mengenai manfaat pencatatan keuangan dan kemudahan yang ditawarkan 

oleh sistem Coretax dalam mendukung administrasi dan kepatuhan perpajakan UMKM. Evaluasi kegiatan 

menunjukkan respons yang sangat positif dari peserta. Hal ini menunjukkan bahwa peserta menilai kegiatan 

pengabdian masyarakat ini bermanfaat, relevan, dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, kegiatan ini 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa sosialisasi digitalisasi 

perpajakan adalah langkah awal yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM. 

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilanjutkan dengan program pendampingan teknis 
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penggunaan sistem Coretax secara berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat mengimplementasikan sistem 

perpajakan digital secara optimal dalam kegiatan usahanya. 
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